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          Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 adalah sistem 

pemerintahan quasi presidensial. Di mana dalam UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang merupakan 

ciri dari sistem pemerintahan parlementer dan dalam Pasal 17 ayat (2) menyebutkan 

bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri yang merupakan ciri 

sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia setelah 

amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial. Di mana hasil amandemen 

Pasal 6A ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilu.  

          Perumusan masalahnya adalah: 1) bagaimana ketentuan sistem presidensial 

dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?. 2) bagaimana kekuasaan 

presiden dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?. 

         Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui ketentuan sistem 

presidensial dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 2) untuk 

mengetahui kekuasaan presiden dalam UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. 

          Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif atau penelitian 

kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan melalui studi 

kepustakaan (library research). 

          Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) sistem pemerintahan Indonesia 

sebelum amandemen adalah sistem pemerintahan quasi. Di mana dalam Pasal 6 ayat 

(2) menyebutkan Presiden dipilih oleh MPR, yang merupakan ciri dari sistem 

pemerintahan parlementer, namun dalam Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa 

Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri, yang merupakan ciri dari sistem 

presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen adalah presidensial, 

dengan ketentuan yaitu: (a) Pasal 6A ayat (1) menyebutkan Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat. (b) Pasal 7A menyebutkan Presiden dan Wakil 

Presiden hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang jelas. (c) Pasal 17 ayat (2) 

menyebutkan Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan (d) 

Pasal 7C menyebutkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 

          2) kekuasaan Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen 

menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan 

persetujuan DPR, sedangkan setelah amandemen kekuasaan membentuk undang-

undang dipegang oleh DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1).  
 

 


